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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman yang semakin maju dan modern terkait 

dengan teknologi yang semakin canggih, seseorang dituntut untuk 

berpendidikan tinggi dan mempunyai keterampilan yang merupakan 

modal utama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,akan tetapi 

lapangan pekerjaan yang terbatas tidak sebanding dengan peningkatan 

jumlah penduduk Indonesia yang semakin banyak. Masyarakat yang 

kurang memiliki keterampilan, berpendidikan rendah dan pengangguran 

lebih memilih menggunakan langkah yang cepat dan praktis guna 

mendapatkan uang yakni dengan melakukan tindak pidana pencurian 

peraturanhukum tentang tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 

KUHP yang berbunyi : “ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lai, dengan maksud untuk 

dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan 

pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh 

rupiah ” . 

Pelaku pencurian dengan kekerasan sebagian besar dilakukan lebih 

dari seorang atau secara berkelompok dan setiap pelaku mempunyai 
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peran dan tugas yang berbeda-beda, dampak yang ditimbulkan dari 

tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yakni 

menimbulkan luka-luka baik luka ringan maupun luka berat hingga 

menyebabkan kematian, selain mengalami kerugian fisik korban juga 

mengalami kerugian materiil dan psikis, oleh karena itu tindak pidana 

pencurian dengan kekerasan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak 

pidana yangringan. Modus operandi pelaku tindak pidana pencurian 

dengan kekerasan dilakukan dengan berbagai macam modus operandi 

denganmelihat pada tempat atau lokasi yang akan dijadikan sasaran serta 

perencanaan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

dilakukan secara terencana dan terorganisir. 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan 

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.1 

Pengertian penyidik adalah  pejabat polisi negara Republik Indonesia 

atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus 

oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.2 

 
1Andi Hamzah,2012, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 120. 

 

2Pasal 1 angka 1 KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana, Citra Umbara, Bandung, hlm 183. 
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Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin 

maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat maka tanpa 

disadari mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Kriminalitas 

atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas 

maupun kualitas yang memberikan dampak negativ terhadap pelaksanaan 

pembangunan.Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan 

makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius 

dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerjasama yang baik antara 

pemerintah dan masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat 

dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal 

mungkin.Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang 

sering terjadi, banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu 

media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya 

dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan 

ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga 

tidak dapat memenuhi biaya kebutuhanhidup sehari-hari serta di 

pengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. 

Tindakan kejahatan atau kriminalitas merupakan fenomena kehidupan 

masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan 

sosial. Pemberitaan kasus kejahatan di media massa baik di media elektronik 
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maupun media cetak disiarkan dalam program khusus kriminal yang tampil 

setiap hari di hampir seluruh stasiun televisi nasional. 

Umumnya kejahatan pencurian yang sering terjadi di Indonesia adalah 

pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul 

pencurian dengan kekerasan, termasuk penodongan dan perampokan, 

premanisme, pembunuhan, penipuan, dan disusul oleh kejahatan-kejahatan 

kesusilaan.  

Berbagai kasus kejahatan di Indonesia setiap tahun terus mengalami 

peningkatan. Data kasus kejahatan di Indonesia selama 4 tahun terakhir yaitu 

pada tahun 2010 jumlah kasus kejahatan sebanyak 332.490 kasus, tahun 2011 

meningkat menjadi 347.605 kasus, tahun 2012 mengalami penurunan yaitu 

dengan jumlah sebanyak 316.500, dan tahun 2013 kasus kejahatan juga 

mengalami penurunan sebanyak 305.708 kasus, tetapi pada tahun 2014 ini 

(periode Januari – Nopember 2014) jumlah kasus kejahatan meningkat 

kembali menjadi 314.258 kasus dan diperkirakan terus bertambah sampai 

dengan akhir Desember 2014. 

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtsstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). 

Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, 
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keamanan, dan kesejahteraan bagi warga negaranya.3Pembangunan serta 

upaya pembaharuan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik apabila 

terdapat peranan badan-badan atau lembaga penegak hukum yang baik. 

Peranan lembaga penegak hukum dibutuhkan baik dalam penegakan hukum 

untuk menjaga memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat maupun 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk lebih 

meningkatkan kesadaran hukum di dalam kehidupan masyarakat. 

Kejahatan merupakan suatu kejadian yang dapat dipahami dari 

berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita mendengar 

berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu 

dengan yang lain. Kejahatan muncul bukan dari campur tangan penguasa 

saja, tetapi juga muncul dari persoalan pribadi ataupun keluarga. Individu 

yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari 

balas terhadap pelakunya4 . 

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat 

untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai “peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang 

dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah. 

 
3C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cetakan ke-8, Balai Pusataka, 

Jakarta,1898, hlm 346. 

4Topo Santoso, 2001, kriminologi, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm 1. 
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Melihat keadaan masyarakat sekarang ini sangat memungkinkan 

orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa 

dan media elektronik menunjukkanbahwa seringnya terjadi kejahatan 

pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup 

yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka 

berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang 

sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebab-

sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan 

adalah dari faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya 

pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga 

dan sosial masyarakat . 

Lembaga penegak hukum merupakan lembaga penegak keadilan 

dalam suatu masyarakat, lembaga di mana masyarakat memerlukan dan 

mencari suatuKeadilan.5 Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) 

adalah salah satu lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab 

langsung dibawah Presiden. Tugas pokok polri diatur dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

 
5Budi Rizki H, dan Rini  Fathonah, 2014. Studi Lembaga Penegak Hukum, Justice Publisher:Bandar 

Lampung,  hlm1. 
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menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah 

dalam suatukehidupan bersama yang dapat di paksakan pelaksanaannya 

dengan suatu sanksi6Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan 

hukum yang berlaku di suatunegara, yang mengadakan dasar-dasar dan 

aturan-aturan untuk: 

1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 

dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi 

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut. 

2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 

telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 

dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 

 
6Ibid., hlm2. 
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3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 

dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar 

larangan tersebut7. 

Hukum pidana mengatur macam-macam bentuk tindak pidana, tindak 

pidana ialahkelakuanyang  

diancamdenganpidanayangbersifatmelawanhukumyangberhubungan  dengan  

kesalahan  dan  yang  dilakukan  olehorang  yang  

mampuBertanggungjawab.8 Salah satu tindak pidana yang diatur didalam 

hukum pidanaadalah tindak pidana pencurian. 

Pasal 365 tentang tindak pidana pencurian dengar kekerasan, yang 

berbunyi : 

1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan 

maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, 

atau dalam hal tertangkap  tangan, untuk memungkinkan 

melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 

menguasai barang yang  dicurinya. 

 
7Moeljatno, 2009,  Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.1. 

8Ibid., hlm  61. 
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2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun : 

a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam 

sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada 

rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau 

trem yang sedang berjalan. 

b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih 

dengan bersekutu. 

Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau 

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau 

pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat. 

3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau  

pidana penjara selama waktu tertentu, paling lama dua puluh 

tahun, jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan 1 

dan 3.  

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan 

kekerasan yang diatur dalam Pasal 356 itu juga merupakan suatu pencurian 

dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur 
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yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini 

sesungguhnya hanyalah satu kejahatan , dan bukan dua kejahatan yang terdiri 

dari kejahatan ‘pencurian’ dan kejahatan ‘pekaian kekerasan terhadap 

orang’.9 

Perlu dicatat, bahwa di mana ditentukan kemungkinan terjadinya ada 

orang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi 

soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat 

atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian 

dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau meninggal 

itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga 

orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang 

kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para 

pencurinya ataupun orang-orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka 

melarikan diri dari penangkapan. 

Ada beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diantaranya yaitu 

pencurian dengan kekerasan atau biasa dikenal dengan sebutan begal 

yang marak terjadi di  Kota Lubuklinggau di wilayah hukum Polres 

Lubuklinggau. Aksi pencurian dengan kekerasan mendominasi angka 

 
9Soejono, 1973, Doktrin-Doktrin Kriminologi, Rineka Cipta, Bandung, hlm  42. 
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kejahatan di Kota Lubuklinggau sepanjang tahun 2016  lalu. Tercatat, 

sebanyak  89 kasus terjadi di wilayah hukum Polressetempat.10 

Pada Tahun 2017 Polres Lubuklinggau berhasil mengungkap total 

105 kasus pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan 

bermotor (curanmor), judi, dan pemerasan, selama Operasi Ketupat . Dari 

hasil ungkap Polres Lubuklinggau, tindak pidana pencurian dengan 

kekerasan mendominasi selama digelarnya operasi di Lubuklinggau. 

Sedangkan pada tahun 2018 Polres Lubuklinggau berhasil menungkap 

138 kasus pencurian dengan kekerasan. Di Tahun 2019 dari bulan Januari 

sampai Maret telah terungkap 19 kasus pencurian dengan kekerasan di 

wilayah Kepolisian Resor Lubuklinggau. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian yang berjudul :“Penanggulangan Tindak 

Pidana Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan diKepolisian Resor 

Lubuklinggau. 

 

 

 

 
10Sunandar, Aksi Kejahatan Lubuklinnggau, http://palembang.tribunnews.com/, 

Senin 22 Januari 2019. 

http://palembang.tribunnews.com/
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B. Permasalahan  

Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimanakah upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak 

pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor 

Lubuklinggau ? 

2) Apakah faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam 

penanggulangan  kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian 

Resor Lubuklinggau ?   

C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah kajian 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian 

dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan, dan 

faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penanggulangan 

kejahatan pencurian dengan kekerasan, serta penegakan hukum kejahatan 

pencurian dengan kekerasan di Wilayah Kepolisian Resort Lubuklinggau 

yang terjadi pada tahun 2019. 
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            D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Permasalahan yang telah dimuat, maka tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

1) Untuk mengetahui upaya pihak kepolisian dalam penanggulangan 

kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian Resor 

Lubuklinggau. 

2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pihak kepolisian 

dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di 

Kepolisian Resor Lubuklinggau. 

E.     Kegunaan Penelitian 

1) Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai 

bahan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya 

hukum pidana yang berkaitan dengan upaya pihak kepolisian dalam 

penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kepolisian 

Resor Lubuklinggau. 
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2)  Kegunaan praktis 

 Untuk dapat memenuhi syarat kelulusan Strata 1 (S1) Fakultas 

Hukum Universitas Sriwijaya Palembang dan dapat menambahkan 

wawasan bagi kepolisian dan masyarakat luas terkait upaya kepolisian 

dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan. 

F.     Kerangka Teoritis  

1. Kerangka Teoritis 

Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi 

acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang 

dianggap relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep 

yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau 

kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yangdianggap relevan untuk 

penelitian.11 

 

 

 

 
11Soerjono Soekanto,2007, Pengantar Penelitian Hukum, cetakan 3, UI Press, 

Jakarta, hlm, 127. 



15 
 

a. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Dalam usaha menanggulangi kejahatan mempunyai dua cara yaitu 

preventif ( mencegah sebelum terjadinya kejahatan ) dan tindakan 

represif ( usaha sesudah terjadinya kejahatan ). Berikut ini diuraikan 

masing-masing usaha tersebut : 

1. Tindakan Preventif 

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk 

mencegah atau  menjaga kemungkinan akan terjadinya 

kejahatan. Menurut A.Qirom Samsudin M, dalam kaitannya 

untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah 

kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi 

baik kembali, sebab bukan saja memperhitungkan segi 

biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil 

yang memuaskan atau mencapai tujuan12 Berusaha 

melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap 

kejahatan dengan berusaha menciptakan : 

 

 
12A.Qirom Samsudin M, Sumaryo E., Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum, 

Liberti,Yogyakarta,1985, hlm.46. 



16 
 

- Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang 

baik 

- Sistem peradilan yang objektif 

- Hukum ( perundang-undangan ) yang baik 

2. Tindakan Represif 

Tindakan represif adalah sagala tindakan yang 

dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya 

tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan 

terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara 

lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal  

atas perbuatannya. Tindakan ini sebenarnya dapat juga 

dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan 

datang. Penanggulangan kejahatan secara represif ini 

dilakukan juga  dengan teknik rehabilitas. Kemudian upaya 

penanggulangan kejahatan yang sebaik-baiknya harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

- Sistem dan operasi Kepolisian yang baik 

- Peradilan yang efektif 

- Koordinasi antara penegak hukum dan aparatur 

pemerintah yang serasi 
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- Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan 

kejahatan 

- Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan 

timbulnya kejahatan 

- Pembinaan organisasi kemasyarakatan13 

 

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

penegakanhukum dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :14 

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan 

dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang 

kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara 

peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum 

kebiasaan. kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum 

kebiasaan dan seterusnya. 

 

 

 
13Soejono D, Op, Cit, hlm. 45. 

14Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, 2002, hlm. 5. 
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2. Faktor penegak hukum, yaitu Salah satu kunci dari keberhasilan dalam 

penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak 

hukumnya sendiri. penegak hukum antara lain mencakup 

hakim,polisi,jaksa,pembela, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu 

seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, 

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. 

Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak 

akan berjalan dengan semestinya. 

4. Faktor masyarakat, yakni bagian yang terpenting dalam menentukan 

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi 

kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan 

penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat 

kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk 

melaksanakan penegakan hukum yang baik. 

5. Faktor kebudayaan, yaitu budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 

di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan 

Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga 

berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan 

nilai yang menjadi dasar hukum adat. 
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6. Pencurian merupakan perbuatan mengambil milik  orang lain tanpa izin 

atau dengan cara yang tidak sah untuk dimiliki secara melawan hukum.15 

G.       Metode Penelitian 

1. JenisPenelitian 

          Metoode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan 

metode penelitian normatif yang didukung  dengan data empiris. 

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum 

tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan 

komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, 

formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak 

mengikat suatu aspek terapan atau implementasinya.16 Penelitian empiris 

adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota 

masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.17 Dalam penelitian ini 

yakni menggunakan kategori  Live Case Study yaitu pendekatan pada 

suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum 

berakhir. 

 
15Charly Rudiat, 2012,Kamus Hukum Edisi Lengkap, Pustaka Mahardika, Jakarta, 

hlm, 347. 

16Abdulkadir,2001,  Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm 101. 

17Ibid, hlm 155. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah 

Pertama, Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang 

sedang dihadapi.18 

Kedua, Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu 

pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 

yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting 

sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu 

huku dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika 

menyelesaikan isu hukum yang dihaapi. Pandangan/doktrin akan 

memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, 

konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.19 

 

 

 
18Jhonny Ibrahim, 2008, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, 

Bayumedia Publishing, Malang, hlm302. 

19Ibid., hlm321. 
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3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang ditetapkan atau dipilih oleh penulis dalam 

rangka penulisan skripsi ini adalah di Unit Reskrim Polres Lubuklinggau. 

Alasan pemilihan lokasi pada penilitian ini dikarenakan di Lubuklinggau 

pencurian dengan kekerasan cukup tinggi sehingga menimbulkan keresahan 

di masyarakat..20 

 

4. Jenis dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber aslinya yang  berupa wawancara, jajak pendapat 

dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu 

obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, penelitian 

ini membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan  

riset ( metode survei ) atau penelitian benda ( metode observasi ). 

Kelebihan data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran 

berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti 

sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat 

 
20Soerjono Soekamto,1986,Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 15. 
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dihindari. Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang 

relatif lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar. 

2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara  tidak langsung yang berupa buku, catatan, 

bukti yang  telah ada, atau prinsip baik yang dipublikasikan maupun yang 

tidak dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. 

Dengan kata lain, penelitii membutuhkan pengumpulan data dengan cara 

berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca 

banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari 

data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian 

untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih 

sedikit dibandingkan dengann pengumpulan data primer. Kekurangan  

dari data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluarsa 

atau sudah tidak relevan dapat  mempengaruhi hasil penelitian. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer yaitu terdiri dari : 

a. Populasi diartikan dalam penelitian ini adalah suatu masyarakat 

dalam suatu wilayah yang merupakan suatu objek. Populasi dalam 

penelitian ini adalah anggota Polri yang bertugas di  Polres 

Lubuklinggau. 

 

b. Sampel adalah penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu 

objek guna keperluan penelitian. Pada poin ini yang menjadi 

sampe adalah penegak hukum di Polres Lubuklinggau. Sampel 

ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik sampling adalah 

cara penentuan sampel baik random maupun non random. Sampel 

dalam penelitian ini didasarkan pada penyidik yangpernah 

menangani kasus pencurian dengan kekerasan di Polres 

Lubuklinggau. Teknik penentuan sampel yang dilakukan penulis 

dengan cara purposivesampling yaitu cara pengambilan responden 

yang didasarkan padapemahaman dan keterkaitan dengan 

permasalahan penelitian. 
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2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan 

teknik studi dokumen, dimana teknik studi dokumen adalah 

metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung 

kepada subjek penelitian yang berkaitan dengan pencurian 

dengan kekerasan dengan membaca, mengutip, 

mencatat,mengidentifkasi data yang sesuai dengan 

permasalahan dan pokok bahasan. Studi dokumen adalah jenis 

pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen 

yang berguna untuk bahan analisis. 
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6. Analisis Data 

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis 

dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun 

secara teratur, runtun, logis, tidak tumpanng tindih dan efektif. 

Sehingga interpretassi data dan pemahaman hasil analisi.21Data dalam 

pene 

litian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang 

tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas 

dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif sebagai 

jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti. 

 

 
21Abdulkadir Muhamad, 2000,Opcit, hlm,127. 
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